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PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari data penelitian, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan
perkara pencabulan, Hakim terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan-
pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum yang terbukti dari persidangan
mulai dari pembuktian selesai, dilanjutkan dengan pembelaan dari
terdakwa/penasehat hukum, kemudian replik dan duplik.
Berikut pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan
anak yang pelakunya anak.
a. Pertimbangan Yuridis
1). Hakim menilai bahwa oleh karena semua unsur dari setiap pasal-
pasal yang didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah
melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh
JPU.
2). Hakim menimbang bahwa oleh karena ketentuan pasal-pasal dalam
undang-undang yang dikenakan pada terdakwa, juga menyatakan
terhadap pelaku disamping dikenakan pidana penjara, juga harus

dikenakan pidana denda secara kumulatif.
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3). Bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama

jalanya pemeriksaan, berdasarkan ketentuan undang-undang maka

masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dukurangi seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan.

4). Hakim menilai bahwa terdakwa masih dalam kategori anak, maka

hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurang dari %2 (satu

per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.

B. Pertimbangan Non Yuridis

1). Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Akibat perbuatan terdakwa telah mengganggu kejiwaan korban
Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak
mengakui bahwa ia telah membujuk saksi korban untuk
melakukan perbuatan cabul.

Perbuatan terdakwa menyebankan hilangnya mahkota atau
keperawanan korban dan dapat merusak masa depan korban

yang masih anak-anak.

2). Hal-hal yang meringankan

Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa menyesali telah berbuat cabul dengan saksi korban
dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Terdakwa masih muda dan ingin sekolah lagi.
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- Terdakwa masih termasuk dalam kategori seorang anak.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim  sebagaimana yang telah
diutarakan diatas, Hakim juga masih menggunakan kebebasan hati
nuraninya dalam mengambil kebijakan putusan yang hendak dijatuhkan
kepada anak. Mengingat anak merupakan asset bangsa dan negara, tumpuan
mati hidupnya suatu bangsa maka, Hakim mejatuhkan putusan tersebut
berlandaskan nilai-nilai yang memberi pembelajaran bagi masa depan anak,
karena beban masa depan yang akan dihadapi kelak oleh anak yang dijatuhi
hukuman pidana, beban moralnya cukup berat dihadapi didalam
masyarakat.
Saran

Demi harkat dan martabat peradilan yang berkeadilan, serta keamanan
dan kesejahteraan suatu bangsa dan negara, dalam hal Hakim menjatuhkan
suatu putusan pidana terhadap terdakwa anak, hendaknya memperhatikan
masa depan anak dikemudian harinya. Hukuman yang dijatuhkan oleh
Hakim terhadap terdakwa anak sangat berpengaruh besar dalam
menghadapi masa depanya kelak. Oleh karena itu, seyogianya putusan
Hakim memberikan pembelajaran yang mendidik, merubah sikap anak agar
tidak terulang kembali atas tindakan yang melanggar norma-norma dan
nilai-nilai agama. Perkara percabulan yang dilakukan oleh anak dalam
tingkat relative kecil, seyogianya tidak perlu di putuskan dengan

menjatuhkan pidana penjara, namun dapat dilakukan dengan cara
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mengembalikan anak kepada orang tua untuk dididik atau di dibina dalam
suatu lembaga atau organisasi sosial.

Bagi korban akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku,
seyogianya Hakim juga memberikan pertimbangan dan putusan yang
berpihak kepada korban dengan dasar kerugian yang diderita oleh si korban
akibat perbuatan cabul pelaku, dengan cara memberikan ganti kerugian,
memberi perawatan medis maupun psikologis terhadap korban.

Adapun bagi orang tua agar mampu mendidik anak-anak mereka
dengan menanamkan nilai-nilai kerohanian, mengawasi dalam setiap
kegiatan anak terutama pergaulan anak, jangan sampai terjerumus dengan

pergaulan yang terlarang.
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